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ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
UndangNomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangar_
Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBDserta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal
15 bulan November Tahun 2021

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1
Tahun2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007,

UU No.

23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun
2005;

PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71
Tahun

2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No.
12

Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun
2017;

Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No.
9

Tahun 2021; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
dalam periode satu tahun. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah. Pengertian dari Pendapatan Daerah adalah semua hak
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan
anggaranberkenan, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan, dan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

CATATAN - Peraturan daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Januari 2022



